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RINGKASAN 

 

Lifia Michellin. Mei 2026. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LPG 

SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI. Skripsi, 

Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. 

       Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebutuhan energi gas bagi 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Kota Banjarmasin, di mana LPG 3 kg 

bersubsidi merupakan komoditas vital yang harganya diatur ketat oleh negara 

melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam praktiknya, terjadi 

disparitas harga yang signifikan di tingkat lapangan, di mana pangkalan sering kali 

menjual LPG subsidi dengan harga melampaui Rp18.500,00 sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

188.44/0385/KUM/2022. Masalah utama yang diteliti dalam skripsi ini mencakup 

dua hal. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

praktik penjualan LPG 3 kg di atas HET dalam perspektif hukum bisnis di Kota 

Banjarmasin dan kedua, bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pangkalan 

yang melanggar ketentuan HET tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis sinkronisasi antara regulasi harga yang bersifat preventif dengan 

realitas implementasinya di pasar, serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang 

menyebabkan instrumen HET kehilangan kekuatan mengikatnya bagi pelaku usaha 

pangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung 

dengan data empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

       Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

bagi konsumen di Kota Banjarmasin secara normatif telah tersedia melalui 

mekanisme intervensi negara yang membatasi kebebasan berkontrak (dwingend 

recht) pelaku usaha demi menjaga keadilan ekonomi. Namun, secara substansial, 

perlindungan ini belum efektif karena adanya ketidaksesuaian implementatif dalam 

perhitungan komponen HET. Struktur harga resmi saat ini belum sepenuhnya 

mengakomodasi dinamika biaya operasional riil pangkalan, seperti fluktuasi biaya 

logistik transportasi dan biaya buruh angkut yang tinggi di wilayah geografis 

Banjarmasin. Kondisi ini menciptakan tekanan bagi pangkalan untuk melakukan 

'perjudian kepatuhan' (compliance gambling) guna menjaga kelangsungan usaha 

(going concern). Selain itu, ditemukan Kekaburan hukum (vague norm) pada 

tingkat pengecer tidak resmi yang berada di luar jangkauan kontrak distribusi 

Pertamina, sehingga memicu distorsi harga massal. Secara konkret, perlindungan 

hukum bagi konsumen yang dirugikan dapat ditempuh melalui alur penyelesaian 

sengketa berjenjang, mulai dari pengawasan represif melalui kanal pelaporan 

Pemerintah Kota, proses mediasi ganti rugi di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), hingga upaya litigasi melalui gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri untuk memulihkan kerugian materiil berupa 

selisih harga ilegal. 
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       Terkait dengan akibat hukum, pangkalan resmi yang menjual di atas HET 

menghadapi pertanggungjawaban ganda, yakni secara administratif dan perdata, 

atas dasar pelanggaran asas itikad baik (good faith) dan kewajiban profesional 

sebagai penyalur barang subsidi. Secara administratif, pangkalan dapat dijatuhi 

sanksi berjenjang berdasarkan asas proporsionalitas, yang puncaknya adalah 

Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan 

rekomendasi Pemerintah Kota. Secara perdata, tindakan memanipulasi harga 

subsidi dikategorikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Praktik 

ini juga dikategorikan sebagai pengayaan diri secara tidak sah (unjust enrichment) 

karena mengambil margin di luar struktur regulasi. Mengenai dugaan spekulatif 

adanya oknum rumah tangga yang menjual kembali jatah subsidi, penelitian ini 

menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran yuridis bagi 

pangkalan untuk melakukan diskriminasi harga atau menaikkan harga sepihak. 

Sanksi tegas melalui PHU dan denda administratif berfungsi sebagai instrumen 

disinsentif ekonomi untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) serta 

memastikan integritas tata niaga gas bersubsidi tetap terjaga sesuai dengan mandat 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan konstitusi. 

       Kesimpulannya, penguatan perlindungan konsumen LPG 3 kg menuntut 

sinergi antara regulasi yang adaptif dan penegakan hukum yang konsisten. Peneliti 

menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan 

ulang terhadap struktur biaya HET agar lebih mencerminkan realitas geografis lokal 

Banjarmasin untuk menghilangkan celah alasan ekonomi bagi pangkalan. Selain 

itu, diperlukan perluasan fungsi pengawasan digital melalui aplikasi MyPertamina 

secara real-time dan pembentukan payung hukum yang mengatur status pengecer 

agar tidak terjadi kebocoran distribusi. Penegakan hukum yang menyentuh aspek 

pemulihan finansial konsumen melalui BPSK dan Pengadilan Negeri merupakan 

prasyarat mutlak untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial 

(social engineering) yang menjamin akses energi terjangkau bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Tanpa ketegasan dalam mengeksekusi sanksi bisnis dan 

kemudahan akses keadilan bagi konsumen, kebijakan subsidi akan terus terdistorsi 

oleh malapraktik bisnis di tingkat pangkalan, sehingga sinergi antara pemerintah, 

pelaku usaha, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan perlindungan 

konsumen secara utuh.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan 

LPG 3 kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta efektivitas 

kebijakan harga tersebut. Menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan 

data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum 

terwujud maksimal. Secara regulasi, penetapan HET oleh pemerintah daerah telah 

melalui perhitungan matang yang mempertimbangkan kondisi daerah, daya beli, 

dan margin wajar pangkalan. Namun, dalam implementasinya, terdapat biaya 

operasional tambahan di lapangan seperti biaya transportasi luar biasa dan jasa 

buruh angkut yang belum terakomodasi dalam standar harga resmi. 

Ketidaksesuaian antara struktur biaya regulasi dengan realitas distribusi 

menciptakan hubungan sebab-akibat yang memicu pangkalan menjual di atas HET 

demi menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, ditemukan kekaburan aturan 

mengenai posisi pengecer. Meski sistem digitalisasi mulai membuka ruang bagi 

pengecer ber-NIB untuk mendistribusikan LPG subsidi sesuai HET, secara yuridis 

rantai distribusi resmi hanya diakui sampai tingkat pangkalan. Ketidaksinkronan ini 

menyulitkan pengawasan harga, sehingga instrumen HET kehilangan kekuatan 

mengikatnya di lapangan. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian 

terhadap fakta lapangan agar kebijakan harga mampu memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan nyata bagi hak ekonomi konsumen. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, LPG 3 Kg, HET, Pengecer, Kepastian 

Hukum. 
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